



  BAB I
PENDAHULUAN



I.1	Latar Belakang
     	I.1.1 Gambaran umum
    	       Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai wilayah seluas 16,796 km2 dan terbagi menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan. Kabupaten ini mempunyai 3 (tiga) sungai besar salah satunya adalah Sungai Mentaya yang memiliki panjang 60 km sebagai jalur transportasi sungai yang menghubungkan antar wilayah Kabupaten untuk pengangkutan penumpang dan barang/sumber daya alam khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak memiliki jalur darat untuk beraktivitas sehingga penduduk hanya mengandalkan angkutan sungai yang merupakan urat nadi kehidupan di Kabupaten Kotawaringin Timur  untuk menunjang kehidupan masyarakat 
		       Alur pelayaran Sungai Mentaya lintas Sampit-Samuda yang memiliki aktivitas lalu lintas yang ramai  dengan mencangkup 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya  Hilir Utara, Seranau dan Mentawa Baru Ketapang dimana di lalui oleh kapal – kapal hingga tongkang-tongkang milik perusahaan-perusahaan yang berada dan beroperasi di sepanjang sungai yang mempunyai kepentingan pada daerah – daerah yang berada di sekitar sungai. 
		       Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan sarana angkut di perairan berupa kapal kemudian alur pelayaran yang disertai dengan prasarana berupa rambu sungai atau rambu perairan daratan. Peran rambu perairan daratan sangat dibutuhkan agar dapat membantu kelancaran nakhoda dalam membawa kapal serta untuk keselamatan kapal –kapal yang melintasi alur pelayaran di tambah lagi dikarenakan fasilitas keselamatan berupa rambu perairan daratan yang difungsikan untuk mengendalikan dan mengatur lalu lintas pelayaran perairan daratan yang ada di lapangan belum lengkap, padahal pada alur Sungai Mentaya lintas Sampit-Samuda masih terdapat beberapa lokasi tertentu berupa tikungan pada alur sungai, gosong, serta kegiatan perusahaan dan masyarakat pada pemukiman penduduk yang tinggal di bantaran sungai, percabangan pada alur pelayaran dan hambatan lainnya yang masih belum di dapati rambu perairan daratan  yang terpasang sehingga dapat membahayakan keselamatan dalam berlayar, kemudian terdapat juga rambu yang telah rusak dan perlu perbaikan untuk kelancaran dalam berlayar guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal.
       Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk dilakukannya evaluasi terhadap keselamatan Alur pelayaran Sungai Mentaya lintas Sampit-Samuda ini guna memenuhi kebutuhan akan rambu perairan daratan. Hal ini dimaksudkan agar nahkoda kapal mengetahui dengan jelas alur yang akan di lewati serta sebagai pemberi informasi berupa larangan, petunjuk, peringatan dan kewajiban bagi kapal sebagai penunjang keselamatan pelayaran.
            Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil judul Kertas Kerja Wajib sebagai berikut : “EVALUASI KEBUTUHAN RAMBU PERAIRAN DARATAN DI ALUR SUNGAI MENTAYA LINTAS SAMPIT-SAMUDA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”
I.1.2 Identifikasi Masalah
       Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di lokasi penelitian, maka penulis memerlukan beberapa perumusan masalah yang akan diteliti untuk mendukung judul, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana dengan kondisi existing rambu perairan daratan di alur Sungai Mentaya di lintas Sampit-Samuda ?
2. Apakah beberapa lokasi rawan kecelakaan pada alur pelayaran Sungai Mentaya lintas Sampit-Samuda sudah terpasang rambu perairan daratan ?
I.2	Maksud dan Tujuan
I.2.1 Maksud
Adapun maksud dari penelitian ini adalah:
1. Memberikan gambaran umum yang terjadi di lapangan dan di tuangkan dalam penulisan kertas kerja wajib sebagai penyelesaian tugas akhir dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
2. Memberikan masukan tentang pengusulan rambu perairan daratan yang harus terpasang ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
I.2.2 Tujuan
	        Tujuan dari penelitian ini adalah:
1.  Mengetahui bagaimana standar rambu perairan daratan dengan mengacu pada Peraturan Menteri No 52 Tahun 2012 Tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau dan Surat Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan darat Nomor : HK 206 / 1 /20 /DRPD / 93  Tentang Pedoman Teknis Perambuan Di Perairan Daratan dan Penyeberangan
[bookmark: _GoBack]2.	Mengetahui beberapa lokasi rawan dan jumlah kebutuhan rambu perairan daratan pada alur Sungai Mentaya lintas Sampit-Samuda untuk penunjang fasilitas keselamatan alur pelayaran.
I.3	Manfaat
I.3.1 Bagi Taruna
1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan pada Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
2. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk   menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.


I.3.2 Bagi Lembaga
a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan dan penyelenggaraan angkutan sungai untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan daratan bagi Direktorat Jendeal Perhubungan Darat.
b. Sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

I.4 	Keaslian
       Dalam penelitian ini digunakan pembanding yang relevan agar hasil yang di dapat lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan KKW sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel I.1
Perbedaan Kertas Kerja Wajib
	Nama / Angkatan
			Judul KKW
	Perbedaan

	AKHDA HERMAWAN
ANGKATAN XX
	“TINJAUAN KEBUTUHAN RAMBU PERAIRAN DARATAN PADA ALUR SUNGAI MAHAKAM DI KOTA SAMARINDA”
	1. Lokasi Pelaksanaan
2. Waktu Pelaksanaan
3. Tim Survey
4. Analisa yang digunakan
5. Sistematika dan tata naskah penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW)
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